PUTUSAN
Nomor 71/PHPU.D-1X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun

2011 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Abisai Rollo;
Tempat, Tanggal Lahir : Skouw Yambe, 14 November 1967;
Pekerjaan . Swasta;
Warga Negara . Indonesia;
Alamat : Asrama Haji Kotaraja RT.005 RW.001,

Abepura, Kota Jayapura;

Nama : Reyneilda Magdalena Kaisepo, S.Si., M.Th;
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 3 Maret 1967;

Pekerjaan : Pendeta,

Warga Negara . Indonesia;

Alamat : Jalan SPG Taruna Bakti GG, Kota Jayapura,

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011

dengan Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut e Pemohon I,

2. Nama : Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si;
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 9 Januari 1961,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Warga Negara . Indonesia;



Alamat : Jalan Angkasa Indah Nomor 6 RT.02 RW.02,
Kota Jayapura,
Nama . Ir. H. Rustan Saru, M.M.,

Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 10 November 1963;

Pekerjaan : Anggota DPRD;
Warga Negara : Indonesia
Alamat : BTN Wemoni, Blok A-180, Kelurahan Awiyo,

Abepura, Kota Jayapura;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011

dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut ---- Pemohon II;

. Nama . Drs. Jan Hendrik Hamadi;

Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 1 Januari 1966;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Warga Negara . Indonesia;
Alamat : Jalan YPKP Nomor 3 RT.01 RW.05, Sentani,

Kabupaten Jayapura,

Nama : Dra. Lievelien Louisa Ansanay Monim;
Tempat, Tanggal Lahir : Serui, 22 Juli 1955;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Warga Negara . Indonesia;
Alamat : Jalan KRI Macan Tutul Nomor 7B, Jayapura

Utara, Kota Jayapura;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011

dengan Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut --- Pemohon llI;

. Nama : Thobias Solossa, S.H., M.M.;
Tempat, Tanggal Lahir : Ayamaru, 6 Oktober 1959;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Warga Negara . Indonesia;



Alamat : BTN Kamkey Blok H Nomor 215,
RT.010/RW.002, Kelurahan Awiyo,

Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;

Nama : Haryanto, S.H.;

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 5 Juli 1958;

Pekerjaan . Wiraswasta;
Warga Negara . Indonesia;
Alamat : Komplek Perum DPRD Provinsi Papua

RT.003/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock,

Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011

dengan Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut --- Pemohon 1V;
5. Nama . Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th;

Tempat, Tanggal Lahir : Sentani, 5 Februari 1955;

Pekerjaan : Pendeta,;

Warga Negara . Indonesia;

Alamat . Jalan Pasifik Indah 3 Nomor 55 Jayapura;

Nama . Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M.;

Tempat, Tanggal Lahir : Serui, 10 November 1963;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Warga Negara . Indonesia;

Alamat : Griya BTN Skyline Indah Blok C Nomor 2,

Jalan Garuda Nomor 1, Kotaraja, Jayapura;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011

dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut ---- Pemohon V;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2011, masing-masing Pemohon
memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, LLM, Virza Roy Hizal,
S.H.M.H., Yuliana Dewi, S.H., dan Nur Annissa Rizki, S.H., kesemuanya adalah



Advokat dan Penasihat Hukum pada Taufik Basari dan Associates, beralamat di
Gedung Griya d, Ros Lantai 2, Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 1 Lapangan Ros
Casablanca, Tebet 12820, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, berkedudukan di Jalan Raya

Abepura Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut Termohon;
[1.4] 1. Nama . Drs. Benhur Tommy Mano, MM;

Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 30 April 1965;

Agama . Kristen Protestan;

Pekerjaan . Pegawai Negeri Sipil;

Alamat . Jalan Jeruk Nipis Kotara, Kota Jayapura;

2. Nama . Dr. H. Nur Alam;
Agama . Islam;

Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 6 Juni 1965;

Pekerjaan . Dosen Universitas Negeri Cendrawasih
Jayapura,
Alamat . Komplek Bumi Cendrawasih Damai Nomor 87

Kotaraja, Kota Jayapura;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011
dengan Nomor Urut 2;
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Juni 2011 memberikan kuasa kepada
Paskalis Letsoin, S.H., adalah Advokat yang beralamat di Jalan Karang V, Kelurahan
Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua yang bertindak baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;



Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kota Jayapura;

Membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

Membaca kesimpulan dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 30

Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Mei 2011 dengan Akta Penerimaan
Berkas Permohonan Nomor 217/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor
71/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 10 Juni 2011 yang diperbaiki dengan perbaikan
bertanggal 30 Mei 2011 yang diserahkan dan diterima di persidangan tanggal 14

Juni 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan atas hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) Kota Jayapura Tahun 2011 dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
tertanggal 25 Mei 2011 (vide Bukti P — 1) dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah
Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 tertanggal 25 Mei 2011 (vide Bukti P —
2), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, beralamat di
Jalan Raya Abepura Entrop Kota Jayapura — Papua, selaku TERMOHON.

I. Kewenangan Mahkamah
1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:



“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilu”.

. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: (d) memutus perselisihan tentang hasil
Pemilihan Umum”.

. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum
termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal
236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dialihkan
dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak
tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang
mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober
2008;

. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25
November 2010, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemilukada Ulang untuk
Kota Jayapura.

. Bahwa Termohon melaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura tersebut pada
tanggal 18 Mei 2011 dan melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara
yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota
Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 25 Mei 2011
dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2011

tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon



pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota
Jayapura 2011 tertanggal 25 Mei 2011.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Para Pemohon, Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan

perkara a quo.

. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa Pemohon | adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Jayapura Nomor Urut 1 (satu), Pemohon Il adalah Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 3 (tiga), Pemohon Il adalah Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 4 (empat), Pemohon IV
adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 5
(lima), dan Pemohon V adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Jayapura Nomor Urut 6 (enam) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Jayapura Tahun 2011 berdasarkan
Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 tanggal 2
April 2011 (vide Bukti P-3).

Bahwa sebagai Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Jayapura tahun 2011,
para Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian hasil Pemilukada ke
Mahkamah Konstitusi. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
15 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil
Pemilukada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kota/kota sebagai Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam

perkara a quo.

lll. Tenggang Waktu Permohonan

10.Bahwa pengajuan perkara masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur

dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah.



11.

V.
12.

13.

Bahwa hasil penghitungan suara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Jayapura a quo ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011. Kemudian,
Pemohon mendaftarkan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada hari
Senin tanggal 30 Mei 2011. Dengan mempertimbangkan bahwa hari Sabtu dan
hari Minggu bukanlah hari kerja sehingga 3 (tiga) hari kerja terhitung hari Kamis,
26 Mei 2011, hari Jumat, 27 Mei 2011 dan hari Senin, 30 Mei 2011, maka

permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Pokok — Pokok Permohonan
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-
198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, Mahkamah memerintahkan
Pemilukada Ulang untuk Kota Jayapura. Atas dasar putusan tersebut, pada
tanggal 2 April 2011 Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011
tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, dengan Pasangan Calon yang berhak
mengikuti Pemilukada ulang sebagai berikut:
1) Abisai Rollo dan Reyneilda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th.
2) Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E.
3) Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.
4) Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim.
5) Thobias Solossa, S.H., M.M. dan Haryanto, S.H.
6) Pdt. Fredrick Hendrik Toam, S.Th. dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M.
7) Hendrik Worumi, S.Sos, M.si dan Pene Ifi Kogoya, SPd., M.M.
Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat
Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 25 Mei
2011 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 24 tahun
2011 tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan
Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang
Kota Jayapura 2011 tertanggal 25 Mei 2011, hasil penghitungan suara
Pemilukada Ulang Kota Jayapura tahun 2011 menurut Termohon adalah
sebagai berikut:
1) Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E. (Pasangan

Calon Nomor Urut 2) dengan perolehan suara sah sebanyak 55.753 (lima
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2)

3)

4)

5)

6)

7

puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga) suara, atau sebesar 40,79%
(empat puluh koma tujuh puluh sembilan persen);

Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien Louisa Ansanay Monim
(Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan perolehan suara sah sebanyak
31.221 (tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu) suara, atau sebesar
22,85% (dua puluh dua koma delapan puluh lima persen);

Thobias Solossa, S.H., M.M. dan Haryanto, S.H. (Pasangan Calon
Nomor Urut 5) dengan perolehan suara sah sebanyak 22.887 (dua puluh
dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) suara, atau sebesar 16,75%
(enam belas koma tujuh puluh lima persen);

Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, M.M. (Pasangan
Calon Nomor Urut 3) dengan perolehan suara sah sebanyak 11.524
(sebelas ribu lima ratus dua puluh empat) suara, atau sebesar 8,43%
(delapan koma empat puluh tiga persen);

Abisai Rollo dan Reyneilda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th. (Pasangan
Calon Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sah sebanyak 11.429
(sebelas ribu empat ratus dua puluh Sembilan) suara, atau sebesar 8,36%
(delapan koma tiga puluh enam persen);

Hendrik Worumi, S.Sos, M.si dan Pene Ifi Kogoya, SPd., M.M.
(Pasangan Calon Nomor Urut 7) dengan perolehan suara sah sebanyak
2.221 (dua ribu dua ratus dua puluh satu) suara, atau sebesar 1,63% (satu
koma enam puluh tiga persen);

Pdt. Fredrick Hendrik Toam, S.Th. dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay,
M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 6) dengan perolehan suara sebanyak
1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) suara, atau sebesar 1,19% (satu

koma sembilan belas persen).

Bahwa Para Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan

suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan

masif dengan sistematika alasan-alasan yang diajukan sebagai berikut:

A.

Kenetralan Termohon tidak terjamin karena Ketua KPUD Kota Jayapura
adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

Termohon memanipulasi nomor urut Pasangan Calon;

. Adanya pencetakan surat suara sebelum penetapan daftar pemilih tetap

(DPT);
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D. Keputusan-keputusan Termohon yang cacat hukum karena tidak dilakukan
melalui rapat pleno;

E. Adanya ketidakjelasan mengenai jadwal pelaksanaan pemungutan suara
yang merugikan para Pemohon;

F. Pemaksaan pelaksanaan pemungutan suara oleh Termohon dengan
keterbatasan kondisi yang mengakibatkan terbukanya peluang-peluang
terjadinya pelanggaran;

G. Ketidaksiapan dan kekacauan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara yang merusak kualitas Pemilukada;

H. Adanya praktek politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

|. Adanya pengerahan dan mobilisasi massa pemilih oleh Pasangan Calon
Nomor Urut 2 (dua);

J. Pelanggaran dan kekacauan saat rapat pleno penghitungan suara tingkat
KPU;

K. keberpihakan pejabat pemerintahan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2
(dua);

Bahwa pokok-pokok permohonan Para Pemohon akan diuraikan secara satu

persatu, sebagai berikut:

A. Kenetralan Termohon Tidak Terjamin Karena Ketua KPUD Kota Jayapura

16.

17.

18.

Adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-
198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2011, Mahkamah Konstitusi telah
memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk melaksanakan Pemilukada Ulang di
Kota Jayapura.

Bahwa, oleh karena Ketua KPUD Kota Jayapura Hendrik Bleskadit dan seorang
anggota KPUD Kota Jayapura Viktor Manengkey menjadi tersangka dan
ditahan pihak Kepolisian, serta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di atas
ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota KPUD Kota
Jayapura, maka seluruh anggota KPUD Jayapura diberhentikan dan
selanjutnya diangkat anggota KPUD Kota Jayapura Pengganti.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Jayapura Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPUD
Kota Jayapura tertanggal 28 Januari 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor
01/PL/KPU-KT-JPR/II/2011 tentang Pemilihan Ketua KPUD Kota Jayapura,
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diangkatlah 4 (empat) anggota KPUD Kota Jayapura yang baru yakni La Pona,
Bernadus Mandowen, Zulfi A.R. dan Syamsudin Usman, kemudian Saudara La
Pona terpilih menjadi Ketua KPUD Kota Jayapura, yang kemudian dilantik pada
tanggal 4 Februari 2011.

Bahwa ternyata diketahui bahwa Saudara La Pona merupakan anggota Tim
Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Berdasarkan Surat Keputusan
Koalisi Bangkit dan Terus Membangun No 002/A/K-BTM/111/2011 tentang Tim
Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015 Tim Sukses Koalisi
Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura tertanggal 22 Maret 2010
beserta lampirannya, struktur Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Drs. Benhur Tomy Mano, MM
dan Dr. H. Nuralam, S.E., M.Si Tahun 2010-2015, Saudara La Pona adalah
anggota Tim Sukses Bidang Penggalangan Massa untuk Pasangan Calon
Nomor Urut 2 (dua) (vide Bukti P-4).

Bahwa temuan tersebut di atas ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Jayapura
dengan meminta penjelasan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)
pada pertemuan di kantor KPU Provinsi Papua tanggal 9 Februari 2011.
Menurut pengakuan Tim Sukses Pasangan Calon Benhur Tommy Mano-Nur
Alam (BTM), terhadap SK Nomor 002/A/K-BTM/111/2011 tersebut telah dilakukan
perubahan SK melalui SK Nomor 005/A/K-BTM/I111/2011 tertanggal 2 Juli 2010,
dengan tidak memasukkan nama Saudara La Pona sebagai tim sukses dan
disampaikan kepada KPUD Kota Jayapura sebelum pelaksanaan Pemilukada.
Kemudian, Panwaslu Kota Jayapura melalui Surat Nomor 176/PANWASLU-
KJPR/II/2010 tertanggal 11 Februari 2011 kepada Ketua KPU Kota Jayapura
meminta keterangan KPU Kota Jayapura menanyakan apakah benar terdapat
SK Nomor 002/A/K-BTM/111/2011 dan apakah terdapat SK perubahan yang telah
diterima oleh KPUD Kota Jayapura (vide Bukti P-5). KPUD Kota Jayapura
menanggapi surat Panwaslu Kota Jayapura tersebut melalui surat Nomor
010/KPU-KOT-JPR/IIf2011 tertanggal 11 Februari 2011 yang ditandatangani
Sekretaris KPUD Kota Jayapura, yang pada intinya membenarkan bahwa SK
Nomor 002/A/K-BTM/III/2011 adalah benar dan termuat dalam berkas
Pasangan Benhur Tomi Mano — Nuralam, dan KPU tidak pernah menerima SK

perubahan tim kampanye (vide Bukti P-6).
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Bahwa di samping keterangan Sekretaris KPUD Kota Jayapura yang
menerangkan tidak adanya perubahan SK Tim Sukses BTM yang diterima,
berdasarkan penelusuran Bawaslu RI, terdapat kejanggalan dalam SK Nomor
005/A/K-BTM/111/2011 tertanggal 21 Juli 2010 karena tidak sesuai dengan
lampiran SK tersebut yakni tentang struktur tim kampanye Pasangan Calon

Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilukada ulang yang mempertimbangkan adanya

Putusan MK yang menyatakan Pemilukada ulang. Faktanya, Putusan MK baru

diputus pada tanggal 25 November 2010. Sehingga, Perubahan SK tersebut

diduga baru dibuat setelah adanya laporan keberatan dari Pasangan Calon lain
maupun masyarakat terkait kedudukan Saudara La Pona sebagai Ketua KPU

Kota Jayapura.

Bahwa Panwaslu Kota Jayapura melalui surat Nomor 177/PANWASLU-

KJPR/I11/2010 tertanggal 16 Februari 2011 menyampaikan kepada Ketua KPU

Provinsi Papua untuk dapat mempertimbangkan status La Pona dalam

keanggotaan KPUD Kota Jayapura.

Kemudian, Badan Pengawas Pemilu mengirimkan surat Nomor

229/Bawaslu/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011 perihal Rekomendasi pembentukan

Dewan Kehormatan KPU Provinsi untuk memeriksa Ketua KPUD Kota

Jayapura atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si. yang pada intinya

merekomendasikan sebagai berikut:

1) Bawaslu memperkuat rekomendasi yang telah ditetapkan oleh
Panwaslukada Kota Jayapura dalam suratnya Nomor 206/PANWASLU-
KJPR/IV/2011 tanggal 13 April 2011, serta Kajian Nomor 204/PANWASLU-
KJPR/IV/2011, tanggal 13 April 2011,

2) Bahwa Saudara Prof. La Pona (Ketua KPU Kota Jayapura) diduga kuat dan
meyakinkan tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 2, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

b. Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 huruf b, huruf f, Pasal 13 huruf a,
huruf ¢, dan huruf f, Pasal 17 huruf e, Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 31
Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

3) Membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua agar dapat memeriksa
dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Ketua KPU Provinsi Papua atas nhama

Prof. Dr. La Pona;
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4) Merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk
memberhentikan Saudara Prof. La Pona sebagai Ketua dan Anggota KPU
Kota Jayapura.

Bahwa KPU Pusat telah mengirimkan surat Nomor 265/KPU/V/2011 tertanggal

25 Mei 2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua perihal dugaan pelanggaran

Kode Etik di KPU Jayapura, yang menyatakan terdapat dugaan pelanggaran

kode etik oleh Ketua KPU Jayapura Prof. Dr. La Pona, M.Si karena menjadi tim

sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). KPU Pusat meminta Ketua KPU

Provinsi Papua untuk mengambil langkah-langkah klarifikasi kepada para pihak

terkait serta menyelesaikan secara tuntas dugaan pelanggaran kode etk

dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
selanjutnya segera melaporkan hasilnya kepada KPU Pusat.

Namun ternyata, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh KPU Provinsi

Papua terkait rekomendasi-rekomendasi Bawaslu Rl dan KPU Pusat.

Bahwa selain temuan dan rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura, Bawaslu RI

dan KPU Pusat yang mempermasalahkan La Pona sebagai Ketua KPUD Kota

Jayapura, ternyata ketidaknetralan Ketua KPUD Kota Jayapura juga mendapat

protes dan ditentang oleh dua anggota/komisioner KPUD Kota Jayapura serta

para staff KPUD Kota Jayapura yang ingin menjaga netralitas KPUD Kota

Jayapura.

Bahwa para staff KPUD Kota Jayapura mengajukan Mosi Tidak Percaya

terhadap kepemimpinan Prof.Dr. La Pona, M.Si melalui surat tertanggal 23

Maret 2011 berkaitan dengan kedudukan Saudara La Pona sebagai tim sukses

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Surat tersebut juga meminta agar Ketua

KPU Provinsi Papua dan Ketua Dewan Kehormatan KPU melakukan sebuah

kajian dan telaah terhadap masalah-masalah yang akan terjadi di kemudian

hari, bila Saudara La Pona tetap menjalankan jabatan sebagai Ketua KPU Kota

Jayapura.

Kemudian, dua anggota/komisioner KPUD Jayapura, Saudara Zufri A.R. dan

Saudara Bernadus Mandowen, S.IP melalui Surat KPU Nomor 274/25/KPU-

KT.JPR/V/2011 tertanggal 17 Mei 2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua di

Jayapura, menyatakan tidak terlibat di dalam semua tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin Usman.



29.

30.

31.

32.

33.

14

Bahwa fakta menunjukkan La Pona sebagai Ketua KPUD Kota Jayapura selalu
mengambil keputusan dan kebijakan sepihak mengatasnamakan Termohon
sebagai institusi. Beberapa keputusan KPUD Kota Jayapura diambil tanpa rapat
pleno dan beberapa keputusan serta kebijakan diambil tanpa melibatkan dua
anggota KPU lainnya, Saudara Zufri A.R. dan Saudara Bernadus Mandowen,
S.IP, sehingga Ketua KPUD Kota Jayapura merepresentasikan keputusan-
keputusan pribadi sebagai keputusan institusional KPUD Kota Jayapura.

Oleh karena itu, produk-produk hukum, kebijakan dan keputusan Termohon
menjadi cacat hukum dan tidak sah karena tidak jelas apakah produk tersebut
merupakan produk resmi Termohon ataukah produk Saudara La Pona pribadi
sebagai Ketua KPUD Kota Jayapura yang telah diduga melanggar kode etik
akibat terlibat dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Beberapa peristiwa juga menunjukkan ketidanetralan La Pona sebagai Ketua
KPUD Kota Jayapura, antara lain yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2011 di
kantor Distrik Abepura. Pada saat itu Ketua KPUD Kota Jayapura, La Pona
memimpin pertemuan dengan PPD, PPS-PPS dan Ketua KPPS se-Distrik
Abepura. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Distrik Abepura menekankan
bahwa apabila Ketua-ketua KPPS dan PPS yang hampir seluruhnya merupakan
ketua RT ataupun Ketua RW tidak menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut
2, maka jabatan ketua RT/RW akan dicopot. Saat itu Ketua KPUD Jayapura
membiarkan adanya intimidasi kepada Ketua-ketua KPPS tersebut

Bahwa dengan kedudukan Saudara La Pona yang juga sebagai salah satu tim
sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) ini, maka status dan kedudukan
Saudara La Pona sebagai Ketua KPUD Kota Jayapura tidak dapat dijamin
kenetralitasan, profesionalitas, dan independensinya.

Bahwa adanya anggota Tim Sukses Pasangan Calon yang menjadi
penyelenggara Pemilihan Umum bahkan menjadi ketuanya merupakan
pelanggaran serius yang menciderai netralitas KPUD Kota Jayapura dan

merusak pelaksanaan Pemilukada.

B. Termohon Memanipulasi Nomor Urut Pasangan Calon

34.

Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor
23 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 tertanggal 4 April
2011, sebagai berikut:
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Abisai Rollo dan Reyneilda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th.

Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E.

Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.

Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim.
Thobias Solossa, S.H., M.M. dan Haryanto, S.H.

Pdt. Fredrick Hendrik Toam, S.Th. dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M.
Hendrik Worumi, S.Sos, M.si dan Pene Ifi Kogoya, SPd., M.M.

Berdasarkan penetapan Nomor Urut di atas, jelas terlihat bahwa tidak terdapat

perubahan nomor urut Pasangan Calon dari nomor urut Pemilukada 2010

terdahulu, Termohon hanya menambahkan satu Pasangan Calon, Hendrik

Waromi—Pene Ifi Kogoya, yang diberikan nomor urut terakhir, yakni Nomor Urut

7.

Bahwa dalam rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon pada tanggal
4 April 2011 bertempat di Kantor KPUD Kota Jayapura, Ketua KPUD Kota

Jayapura, Saudara La Pona telah memaksakan dan mengarahkan agar nomor

urut masing-masing Pasangan Calon disamakan seperti pada Pemilukada

sebelum diulang, dengan cara sebagai berikut:

a.

Bahwa pada tanggal 1 April 2011, Termohon mengirimkan undangan
kepada seluruh Pasangan Calon untuk hadir dalam Rapat Pleno Terbuka
Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 pada 4 April 2011 pukul 09.00 WIT
sampai dengan selesai.

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditentukan, seluruh Pasangan Calon
beserta ketua dan/atau sekretaris tim sukses masing-masing menghadiri
undangan tersebut di Meeting Room Hotel Matoa, Jalan Jenderal Ahmad
Yani, Jayapura.

Bahwa sebelumnya telah ada briefing mengenai teknis pencabutan nomor
urut oleh staf Termohon, Saudara Yustinus Hasor kepada tim sukses
masing-masing Pasangan Calon yang hadir. Saat itu baru diketahui bahwa
telah ada rencana dari Termohon untuk mengatur dan menentukan nomor
urut mana yang harus diambil oleh Pasangan Calon.

Bahwa Termohon ternyata sudah mempersiapkan 7 (tujuh) lembar kertas

berisi nomor urut 1 sampai dengan 7, yang digulung dan diikat dengan pita
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untuk dipilih dan diambil oleh seluruh Pasangan Calon, yang kemudian akan
menjadi nomor urut mereka dalam Pemilukada ulang.

e. Bahwa saat tiba waktunya masing-masing pasangan calon untuk memilih,
Ketua KPUD Kota Jayapura mengarahkan Pasangan Calon dan
menentukan untuk memilih gulungan kertas mana yang harus diambil.

f. Bahwa pemanggilan Pasangan Calon dilakukan secara berurutan sesuai
dengan nomor urut pada Pemilukada sebelumnya, dan kemudian Pasangan
Calon tersebut akan dipanggil, diarahkan, dan akhirnya memperoleh nomor
urut yang sama.

g. Bahwa hal tersebut menimbulkan protes dari para Pemohon bersama
dengan tim suksesnya karena seharusnya mereka bebas memilih gulungan
kertas mana yang akan diambil oleh masing-masing Pasangan Calon.

h. Bahwa protes tersebut tidak diindahkan oleh Termohon dan Termohon tetap
bersikeras untuk melanjutkan proses penarikan nomor urut sampai dengan
selesai.

37. Bahwa tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VII1/2010. Dalam Amar Putusan-nya,
Mahkamah memutus sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

e Mengabulkan Permohonan Pemohon Il untuk sebagian;

e Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor
80 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi
Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Jayapura Tahun 2010, bertanggal 7 September 2010;

e Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor
81

e Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010,
bertanggal 9 September 2010;
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e Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota
Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, bertanggal 22
Oktober 2010;

e Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor
88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing
Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010;
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor
89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Mengikuti
Putaran Kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010;

e Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk
melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Ulang Kota Jayapura yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah:

Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th;

Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan DR. Nuralam, SE, M.Si;

DR. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM;

Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim;

Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH;

Pdt. Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM,;

g. Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.

-~ 0o o o0 T w

e Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk mengawasi pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai dengan
kewenangannya,

e Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon Il untuk
selain dan selebihnya.

38. Berdasarkan amar putusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Termohon wajib
menerbitkan kembali Keputusan tentang penetapan Pasangan calon yang
memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Ulang Kota Jayapura tahun 2011

dan Keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon.
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Bahwa Keputusan MK a quo hanya menetapkan nama-nama yang berhak
mengikuti pemilukada ulang, dengan urutan penyebutan menggunakan abjad
huruf a-g, bukan dengan angka. Lagipula tidak ada satupun pertimbangan MK
yang kemudian menentukan nomor urut Pasangan Calon sehingga tidak ada
dasar sama sekali bagi Termohon untuk menjadikan Keputusan MK sebagai
dasar menetapkan nomor urut pada Pemilukada ulang, serta menentukan
nomor urut yang sama seperti Pemilukada sebelum diulang.

Bahwa berdasarkan peraturan KPU, penetapan dan penentuan nomor urut
Pasangan Calon merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Pemilukada
yang harus dilaksanakan (vide Pasal 6 huruf b angka 1 nomor 13 Peraturan
KPU Nomor 9 Tahun 2010). Namun kenyataannya, meskipun Termohon
menjalankan pencabutan nomor urut, tetapi Termohon merekayasa agar nomor
urut tidak berubah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Termohon memanipulasi
Rapat Pleno penentuan nomor urut dengan melakukan pencabutan nomor urut
secara pura-pura karena para kandidat telah diarahkan untuk mengambil nomor
urut tertentu sesuai kemauan Termohon. Adanya proses dan penentuan
pencabutan nomor urut tersebut akhirnya hanyalah sandiwara belaka.

Bahwa tindakan Ketua KPUD Kota Jayapura tersebut dilakukan dengan
maksud dan tujuan tidak lain untuk mengamankan perolehan suara Pasangan
Calon Nomor Urut 2 (dua) yang didukung oleh Ketua KPUD Kota Jayapura
dalam pemilukada ulang. Sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2,
Ketua KPUD Kota Jayapura berkepentingan menjaga perolehan suara
Pasangan Nomor Urut 2 yang sempat unggul dengan jumlah 29% pada
Pemilukada sebelumnya tahun 2010.

Kepentingan dan misi Ketua KPUD Kota Jayapura ini semakin terlihat nyata
manakala Ketua KPUD Kota Jayapura tidak bersedia menerima protes yang
dilakukan Pasangan Calon Hendri Waromi-Pene Ifi Kogoya dan bahkan
memaksa agar Pasangan Calon tersebut bersedia menerima dan

menandatangani hasil penentuan nomor Urut tersebut.

C. Adanya Pencetakan Surat Suara Sebelum Penetapan Daftar Pemilih Tetap

(DPT)

43. Bahwa Termohon telah melakukan pemesanan dan pencetakan surat suara

sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga kemudian terdapat

kejanggalan dan patut dipertanyakan dari mana rujukan surat suara dan
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bagaimana dapat diketahui jumlah surat suara yang seharusnya dibuat untuk
kepentingan pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011,
penetapan DPT seharusnya sudah dilakukan pada tanggal 7-11 April 2011.
Namun pada kenyataannya Rapat Pleno Penetapan DPT baru dilaksanakan
jauh melampaui jadwal yang seharusnya atau baru dilaksanakan pada tanggal
18 April 2011.

Bahwa pencetakan surat suara dilakukan pada tanggal 14 April 2011.
Pencetakan surat suara dilakukan selama 38 jam. Kemudian pada tanggal 17
April 2011, surat suara yang sudah dicetak dikirim dari Jakarta ke Jayapura.
Saat pleno DPT tanggal 18 April 2011 berlangsung, surat suara tersebut
sedang dalam perjalanan menuju ke Jayapura.

Bahwa Rapat Pleno Penetapan DPT pada tanggal 18 April 2011 pukul 16.00
sampai dengan pukul 18.00 WIT dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota
Termohon, tim sukses dari masing-masing Pasangan Calon, serta Ketua
Panwaslu Ibu Hilda C.F. Nahusona.

Bahwa saat Rapat Pleno berlangsung, Panwaslu langsung mempertanyakan
permasalahan dan meminta penjelasan Termohon mengenai tanggal
pelaksanaan pleno penetapan DPT yang mundur dari waktu yang seharusnya
serta surat suara yang telah dikirim dari Jakarta ke Jayapura.

Bahwa Ketua KPUD Kota Jayapura, Saudara La Pona hanya memberikan
sedikit penjelasan bahwa terdapat permasalahan internal di dalam KPU yang
harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga baru dapat dilaksanakan pada 18
April 2011. Berkaitan dengan pengiriman logistik surat suara yang telah
dilakukan sebelum penetapan DPT, lagi-lagi hanya dikatakan sebagai
permasalahan internal Termohon

Bahwa selain Panwaslu, tim sukses Para Termohon juga melakukan protes dan
keberatan terhadap pencetakan surat suara yang dilakukan sebelum DPT
ditetapkan. Namun semua protes dan keberatan tersebut tidak diindahkan dan
tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Rapat pleno tetap dilanjutkan ke agenda

pembacaan jumlah DPT di seluruh Distrik di Kota Jayapura hingga selesai,
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sebagaimana jumlah DPT terlampir pula dalam Lampiran Berita Acara Pleno
KPU Kota Jayapura Nomor 16/PL/KPU-KT-JPR/IV/2011.

Bahwa setelah DPT selesai dibacakan, masing-masing tim sukses pasangan
calon yang hadir dibagikan softcopy DPT dan Berita Acara Pleno KPU Kota
Jayapura Nomor 16/PL/KPU-KT-JPR/IV/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011.

Bahwa terdapat keganjilan dalam Berita Acara Pleno KPU Kota Jayapura
Nomor 16/PL/KPU-KT-JPR/IV/2011, dimana Rapat Pleno penetapan DPT yang
ditetapkan melalui Berita Acara tersebut berlangsung pada tanggal 18 April
2011, namun Berita Acara yang dibagikan oleh Termohon kepada Para
Pemohon ternyata bertanggal 19 April 2011 atau tidak sesuai dengan tanggal
pelaksanaan dalam kenyataannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melaksanakan
semua tahapan pemilihan tepat waktu merupakan kewajiban Termohon sebagai
penyelenggara Pemilukada.

Bahwa dengan tidak dilaksanakan tahapan pemilihan secara tepat waktu serta
adanya keganjilan mengenai pencetakan surat suara sebelum DPT ditetapkan,
menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon yang pada akhirnya merugikan
kepentingan para Pemohon mengenai jumlah surat suara tercetak yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Bahwa selain itu, Termohon juga tidak membuat DPT sebagaimana mestinya
sehingga merugikan baik kepentingan Para Pemohon sebagai Pasangan Calon
dan juga kepentingan masyarakat pemilih di Kota Jayapura.

Bahwa terdapat temuan adanya kelebihan DPT mencapai 2958 (dua ribu
sembilan ratus lima puluh delapan) pemilih. Selain itu, terdapat pula nama
ganda, anak di bawah umur, penduduk yang telah meninggal, penduduk yang
bukan warga Jayapura masuk ke dalam DPT. Kelebihan DPT tersebut berimbas
pada jumlah surat undangan dan surat suara yang pada saat pemungutan
suara dipergunakan nama orang lain untuk mencoblos lebih dari satu kali atau
dipergunakan oleh orang lain yang tidak memiliki hak pilih dalam Pemilukada

Kota Jayapura.
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D. Keputusan-Keputusan Termohon yang Cacat Hukum Karena Tidak

56.

57.

58.

59.

60.

Dilakukan Melalui Rapat Pleno

Bahwa ketidaknetralan Ketua KPUD Kota Jayapura dalam menjalankan
tugasnya terwujud dalam keputusan-keputusan Termohon yang dikeluarkan
secara sepihak tanpa melalui Rapat Pleno yang dilakukan bersama-sama
dengan seluruh komisioner, tanpa persetujuan seluruh Komisioner KPUD Kota
Jayapura, dan tanpa didukung pula oleh para staf Termohon.
Bahwa keputusan-keputusan yang dibuat secara sepihak oleh Ketua KPUD
Kota Jayapura dengan mengatasnamakan Termohon, telah diprotes juga oleh
para Pemohon. Namun Ketua KPUD Kota Jayapura tidak mengindahkan protes
tersebut dan tetap bersikeras untuk menjalankan setiap keputusan yang telah
dibuat.
Bahwa Ketua KPUD Kota Jayapura yang juga anggota Tim Sukses Pasangan
Calon Nomor Urut 2 (dua) telah berusaha dan berhasil mengambil alih,
mengatur dan  menguasai  kebijakan-kebijakan =~ Termohon  sesuai
kepentingannya.
Bahwa Ketua KPUD Kota Jayapura yang juga anggota Tim Sukses Pasangan
Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam setiap keputusan yang mengatasnamakan
Termohon, tidak melibatkan dua anggota KPUD Kota Jayapura lainnya, yakni
Zufri A.R. dan Bernadus Mandowen, melainkan hanya oleh Ketua KPU Saudara
La Pona dan anggota KPU Saudara Syamsudin Usman.
Bahwa dua anggota KPUD Jayapura, Saudara Zufri A.R. dan Saudara
Bernadus Mandowen, S.IP melalui Surat KPU Nomor 274/25/KPU-
KT.JPR/V/2011 tertanggal 17 Mei 2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua di
Jayapura, menyatakan tidak terlibat di dalam semua tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin Usman serta tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan-
keputusan KPUD Jayapura yang dilakukan tanpa melalui Rapat Pleno yaitu
sebagai berikut:
1) Penetapan jadwal kampanye dan pelaksanaan tahapan kampanye yang
dilakukan oleh Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin Usman.
2) Pelipatan surat suara yang seharusnya sesuai jadwal tahapan akan
dilakukan pada tanggal 6 Mei 2011 s.d. 16 Mei 2011 tetapi dilakukan oleh



61.

62.

63.

64.

65.

22

Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin Usman lebih awal yaitu tanggal 4
Mei 2011.

3) Pelaksanaan bimbingan teknis bagi PPD, PPS, dan KPPS dilakukan oleh
Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin Usman.

4) Proses peminjaman uang/ anggaran pada tanggal 17 Mei 2011 untuk
pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada ulang Kota Jayapura tanggal
18 Mei 2011 dilakukan oleh Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin
Usman.

5) Sosialisasi pelaksaaan pemilukada ulang Kota Jayapura tidak berjalan
sesuai tahapan karena Ketua tidak mau mengeluarkan anggaran dengan
alasan rasionaliasidan masih mempelajari.

6) Sortir surat suara dan pemasukan logistik ke dalam kotak suara
diperintahkan langsung oleh Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin
Usman.

Bahwa Ketua KPU Kota Jayapura secara sistematis telah berhasil mengatur

pelaksanaan Pemilukada Kota Jayapura sesuai dengan kepentingannya dan

bukan kepentingan pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

Ketua KPU Kota Jayapura yang tercatat sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor

Urut 2 (dua) ini telah mengambil alih fungsi Sekretaris yang diberi kewenangan

sebagai pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang dan jasa

berdasarkan  Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU  Nomor
05/Kpts/Setjen/2011 tanggal 3 Januari 2011 sehingga Ketua KPU Kota

Jayapura telah menjalankan 2 (dua) fungsi yang berbeda sekaligus.

Akibatnya, segala hal yang terkait dengan logistik dan anggaran dikuasai

sepenuhnya oleh Ketua KPUD Kota Jayapura, tanpa adanya check and

balances.

Dengan cara kepemimpinan Ketua KPU Kota Jayapura yang bertindak sendiri

tanpa melibatkan jajaran struktur KPU Kota Jayapura secara baik, membuat

keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Termohon, termasuk dalam hal
anggaran dan penyediaan logistik, diambil tanpa adanya kontrol internal dalam
institusi Termohon.

Bahkan, Ketua KPUD Kota Jayapura berusaha agar masalah pelipatan surat

suara, sortir surat suara dan pemasukan surat suara ke kotak logistik tidak ada

yang mengawasi secara internal. Ketua KPUD Kota Jayapura secara langsung
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menangani persoalan pelaksanaan yang terkait dengan surat suara tersebut.

Akibat dari ketiadaan pengawasan (check and balances) dari internal ini adalah

ketiadaan jaminan bahwa logistik yang dipergunakan, termasuk surat suara,

tetap valid dan tidak disalahgunakan pihak tertentu.

Bahwa ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilu mengenai mekanisme pengambilan keputusan

Termohon, telah menegaskan sebagai berikut:

“Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

dilakukan dalam rapat pleno.”

Kemudian ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 kembali

menegaskan bahwa:

(1) Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri
oleh sekurang kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila
disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap

rapat pleno haruslah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota

dan untuk setiap Keputusan Termohon yang dikeluarkan dalam Rapat Pleno
haruslah disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU.

Bahwa tindakan Saudara La Pona sebagai Ketua KPUD yang telah bertindak

sewenang-wenang dengan tidak melibatkan 2 (dua) orang anggota KPU dalam

keputusan-keputusan yang telah dibuat, secara nyata-nyata telah bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga setiap keputusan
yang dikeluarkan oleh Saudara La Pona tanpa melalui rapat pleno dan tanpa
melibatkan 2 (dua) orang anggotanya adalah tidak sah dan harus batal demi

hukum.

E. Adanya Ketidakjelasan Mengenai Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara

69.

yang Merugikan Para Pemohon

Bahwa sedianya menurut jadwal, pelaksanaan Pemungutan suara dilakukan
pada tanggal 18 Mei 2011 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5)
Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
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Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, bahwa waktu
pemungutan suara dilakukan mulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00.
Namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakjelasan mengenai jadwal
pelaksanaan pemungutan suara.
Bahwa ketidakjelasan ini telah muncul sejak lama baik disebabkan oleh
berkerasnya Ketua KPUD Kota Jayapura untuk tidak mau mempertimbangkan
hasil Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengabulkan
Gugatan TUN Julius Mambay-Pieter Ell, maupun akibat ketidakjelasan dana
dan logistik serta kacaunya kinerja Termohon karena adanya kepentingan-
kepentingan Ketua KPUD Kota Jayapura yang juga merupakan tim sukses
Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
Ketidakjelasan jadwal pemungutan suara ditandai oleh adanya perintah kepada
seluruh PPD, PPS dan KPPS untuk tidak mencantumkan tanggal pemungutan
suara pada surat undangan. Ditambah pula adanya pernyataan-pernyataan dari
Ketua KPUD Kota Jayapura, La Pona, yang disebarkan melalui berbagai media
yang menunjukkan ketidakpastian jadwal pemungutan suara tersebut.
Bahwa kekacauan pelaksanaan pemungutan suara mencapai puncaknya pada
maju mundurnya rencananya pemungutan suara. Pada tanggal 16 Mei 2011, di
tengah-tengah ketidakpastian apakah tanggal 18 Mei 2011 akan jadi
pemungutan suara, sekitar pukul 17.00 Termohon membuat pengumuman
melalui RRI yang pada intinya menyatakan bahwa pemungutan suara ditunda
pelaksanaannya menjadi tanggal 20 Mei 2011 atau dibatalkan untuk tanggal 18
Mei 2011 dengan alasan tidak tersedianya dana untuk membiayai pemungutan
suara.
Bahwa pengumuman penundaan tersebut kemudian kemudian tersebar luas
melalui pesan pendek (SMS) ke seluruh pemilih dan dari mulut ke mulut
sehingga mayoritas pemilih mengetahui bahwa pemungutan suara batal
dilaksanakan tanggal 18 Mei 2011.
Bahwa Termohon juga mengeluarkan Surat Pengumuman tanpa tanggal yang
ditujukan kepada seluruh warga kota Jayapura, yang tidak diketahui tanggalnya
namun nyatanya baru diketahui pada tanggal 17 Mei 2011, berisi sebagai
berikut:

“Berhubung seluruh Logistik Pemilu dan Keterlambatan Pencairan Dana

Pemilu dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
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Kota Jayapura Ulang Tahun 2011 yang belum didistribusi sampai dengan saat
ini, maka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura
Tahun 2011 diundurkan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 jam 07.00 WIT
s.d. 13.00 WIT.”
Bahwa dengan adanya pengumuman penundaan pelaksanaan pemungutan
suara, masyarakat pemilih mengetahui bahwa pemungutan suara tidak jadi
dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 sehingga satu hal yang mereka pahami
kemudian adalah bahwa tidak perlu untuk datang ke TPS masing-masing pada
hari tersebut untuk menggunakan hak pilihnya.
Begitu pula halnya dengan tim sukses Para Pemohon dan pendukung Para
Pemohon yang juga menyangka bahwa pemungutan suara tidak jadi
dilaksanakan tanggal 18 Mei 2011 sehingga tidak siap untuk mengikuti
pemungutan suara serta tidak siap melakukan pengawasan untuk
mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan. Hal ini
membuka peluang bagi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah
mengetahui bahwa pemungutan harus dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011
dalam kondisi apapun dan melalui sekretaris Tim Suksesnya turut aktif
memaksakan agar pemungutan suara tetap dilaksanakan pada tanggal 18 Mei

2011 dengan segala keterbatasan yang ada.

F. Pemaksaan Pelaksanaan Pemungutan Suara oleh Termohon dengan

78.

79.

80.

Keterbatasan Kondisi yang Mengakibatkan Terbukanya Peluang-Peluang

Terjadinya Pelanggaran

Bahwa setelah pengumuman penundaan pemungutan suara beredar luas, lalu
pada tanggal 17 Mei 2011 sekitar pukul 17.30 WIT, secara mendadak terdapat
pengumuman internal oleh Termohon dan sejumlah orang yang hadir di Kantor
KPUD Kota Jayapura bahwa pemungutan suara tetap dilaksanakan tanggal 18
Mei 2011.

Pada tanggal 17 Mei 2011 sore hari tersebut, para penyelenggara Pemilu di
lapangan yakni PPD, PPS dan Ketua KPPS dikumpulkan di Kantor KPUD Kota
Jayapura. Saat itu mereka masih bertanya-tanya apakah pemungutan suara
jadi dilaksanakan keesokan harinya, tanggal 18 Mei 2011.

Kemudian malamnya sekitar pukul 11.00 WIT Ketua DPRD Jayapura lbu
Wilhemina Kambu beserta Wakil Ketua | DPRD Moh. Darwis Masi yang juga

Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), datang ke Kantor
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KPUD Kota Jayapura dan mengumumkan kepada para pelaksana Pemilukada
yang hadir bahwa pemungutan suara harus dilaksanakan pada tanggal 18 Mei
2011 dan dana sudah tersedia. Ketika itu, PPD, PPS dan KPPS yang hadir
menyampaikan protes karena keputusan untuk melaksanakan pemungutuan
suara beberapa jam sebelumnya sangat tidak rasional. Para penyelenggara
Pemilukada di lapangan tersebut menyatakan tidak sanggup untuk
melaksanakan dan khawatir akan terjadi kekacauan. PPD, PPS dan KPPS yang
hadir juga mempertanyakan sumber dana yang digunakan mengingat pada hari
itu adalah hari libur sehingga Bank tutup dan tidak jelas sumbernya. Namun
protes tidak ditanggapi dengan baik dan Ketua KPUD (La Pona) tetap
bersikeras pada keputusannya untuk memaksakan dilaksanakan pemungutan
suara dalam beberapa jam ke depan.

Selain protes mengenai dipaksakannya pelaksanaan pemungutan suara dalam
kondisi darurat dan tanpa persiapan memadai, PPD-PPD, PPS-PPS dan ketua-
ketua KPPS yang hadir di Kantor KPUD Kota Jayapura memprotes dan
mempertanyakan asal muasal dana hibah yang diperguanakan Termohon untuk
tetap melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011.

Dalam pertemuan malam hari tanggal 17 Mei 2011 tersebut diperoleh informasi
bahwa Termohon memperoleh pinjaman dari sumber yang tidak diketahui
melalui Bank Papua. Padahal pada hari itu bank tutup karena ada libur
nasional.

Meskipun terdapat protes-protes namun Ketua KPUD Kota Jayapura, La Pona
dan Ketua DPRD Kota Jayapura Ibu Wilhelmina Kambu yang didampingi Wakil
Ketua DPRD sekaligus Sekretaris Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (dua),
Moh. Darwis Masi bersikeras bagaimanapun pemungutan suara harus tetap
dilaksanakan tanggal 18 Mei 2011.

Keberadaan Moh. Darwis Masi yang juga sebagai Sekretaris Tim Sukses
Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam peristiwva malam itu yang turut aktif
mencari dana serta memaksakan pelaksanaan pemungutan suara tetap tanggal
18 Mei 2011, menimbulkan pertanyaan keterkaitan Pasangan Nomor Urut 2
(dua) dalam upaya memaksakan pelaksanaan pemungutan suara dengan
kondisi darurat seperti itu.

Bahwa selain itu, fakta menunjukkan pengumuman atas hama Termohon yang

memutuskan pemungutan suara tetap dilaksanakan pada 18 Mei 2011
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dikeluarkan tanpa melalui Rapat Pleno KPUD Kota Jayapura. Keputusan
tersebut secara sepihak oleh SaudaraLa Pona selaku Ketua KPU dengan
mengajak Syamsudin Usman, salah seorang anggota KPU tanpa melibatkan
dua anggota KPUD Kota Jayapuran lainnya, Saudara Zufri A.R. dan Saudara
Bernadus Mandowen, S.IP. Pengumuman yang mendadak inipun tidak
diketahui secara luas karena baru disampaikan pada malam hari.

86. Bahwa akibat dari informasi yang simpang siur mengenai pelaksanaan
pemungutan suara, banyak masyarakat pemilih yang tidak mengetahui bahwa
pemungutan suara tetap dilaksanakan tanggal 18 Mei 2011, sehingga banyak
pula masyarakat pemilik hak suara yang sah yang tidak menggunakan hak
pilihnya. Namun di hampir semua TPS banyak surat suara dipergunakan oleh
orang tidak dikenal karena memang petugas TPS tidak mencocokan nama
dengan DPT karena seluruh pelaksanaan dilakukan secara tergesa-gesa tanpa
persiapan.

87. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) diuntungkan dengan keputusan
mendadak tetap jadinya pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei
2011 ini, karena di tengah-tengah ketidaksiapan pendukung dan simpatisan
Pasangan Calon lainnya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pendukungnya
telah siap menghadiri TPS-TPS dan mengerahkan massa untuk memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

G. Ketidaksiapan dan Kekacauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

Suara yang Merusak Kualitas Pemilukada

88. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011 dan
penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara tidak berlangsung
dengan baik sebagaimana mestinya. Banyak kekacauan yang terjadi karena
ketidaksiapan Termohon dan berbagai pelanggaran yang terjadi sehingga
merusak kualitas penyelenggaraan pemilukada ulang di Kota Jayapura.

89. Di malam itu tanggal 17 Mei 2011 dan dini hari tanggal 18 Mei 2011, PPD, PPS
dan KPPS bekerja secara serabutan tanpa istirahat. Tidak seluruh undangan
pemilin dibagikan karena petugas KPPS harus mengetuk rumah-rumah
penduduk tengah malam sekaligus mempersiapkan TPS. Logistik pemilukada
berupa kotak suara, surat suara dan formulir-formulir lainnya baru dibagikan
pagi hari sehingga tidak ada satupun TPS yang menyelenggarakan

pemungutan suara sesuai dengan waktu yang diatur dalam peraturan
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perundang-undangan. Terdapat banyak TPS yang baru melaksanakan

pemungutan suara pada pukul 11.00 dan ditutup lebih dari pukul 16.00.

Penghitungan suara banyak dilakukan setelah gelap di malam hari.

Bahwa berbagai kekacauan dan pelanggaran yang terjadi selama pemungutan

dan penghitungan suara yang ditemukan Panwaslukada Kota Jayapura antara

lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah TPS yang tidak tepat pada
waktunya, yang seharusnya berlangsung pukul 07.00 s.d. 12.00 namun
pada kenyataannya baru dimulai lewat dari jam tersebut.

b. Petugas KPPS yang tidak memeriksa dan mencocokkan nama masyarakat
pemilih yang datang ke TPS dengan nama yang terdaftar dalam DPT
dengan alasan mempersingkat waktu.

c. Terdapat sejumlah pemilih yang identitasnya tidak sesuai dengan yang
tertera di undangan dan kartu pemilih, seperti di TPS 9 dan TPS 12
Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara.

d. Terdapat sejumlah pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali atau pemilih
ganda, seperti di TPS 6 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara, dan
di TPS 9, TPS 11, TPS 13, TPS 17, dan TPS 18 Kelurahan Nyobe Distrik
Abepura, terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali.

e. Terdapat sejumlah undangan yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.

f. Berita Acara dan sertifikat perhitungan suara yang tidak dimasukkan ke
dalam kotak suara saat perhitungan suara.

g. Pembacaan hasil perhitungan suara tingkat PPS pada rapat pleno tingkat
Distrik Jayapura Utara pada tanggal 20 Mei 2011, kotak suara tidak dibuka
di depan saksi dan Panwaslu, dan hasil suara telah berada di luar kotak
surat suara.

Bahkan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, Panwaslu mengeluarkan

rekomendasi-rekomendasi kepada Termohon untuk dilakukan pemungutan dan

penghitungan suara ulang di sejumlah TPS sebagai berikut:

a. TPS 26 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, sebagaimana Surat
Panwaslu Kota Jayapura Nomor 239/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011
tertanggal 23 Mei 2011.
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b. Seluruh TPS Distrik Jayapura Utara, sebagaimana Surat Panwaslu Kota
Jayapura Nomor 240/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 23 Mei
2011.

c. TPS 12, 14, 19, 24 Kelurahan Vim Distrik Abepura, sebagaimana Surat
Panwaslu Kota Jayapura Nomor 242/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011
tertanggal 24 Mei 2011.

d. TPS 2, 3, 16, 25, 29 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura, sebagaimana Surat
Panwaslu Kota Jayapura Nomor 242/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011
tertanggal 24 Mei 2011.

e. TPS 8 dan TPS 14 Kelurahan Way Mhorok Distrik Abepura, sebagaimana
Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 242/PANWASLUKADA-
KJPR/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011.

f. TPS 7 Kelurahan Wahnp Distrik Abepura, sebagaimana Surat Panwaslu
Kota Jayapura Nomor 242/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 24
Mei 2011.

g. TPS 01 Kelurahan Asano Distrik Abepura, sebagaimana Surat Panwaslu
Kota Jayapura Nomor 242/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 24
Mei 2011.

Namun Dberdasarkan surat Panwaslu Nomor 243/PANWASLUKADA-

KJPR/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011, rekomendasi-rekomendasi Panwaslu

tersebut tidak diindahkan dan tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan oleh

Termohon.

Bahwa terjadi banyak permasalahan selama rapat pleno rekapitulasi hasil

penghitungan suara di tingka